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ABSTRAK 

 

Pada saat ini, pemerintah Indonesia sedang berupaya untuk meningkatkan 

penerimaan negara melalui pajak. Namun, pada kenyataannya terdapat perbedaan pandangan 

antara wajib pajak dengan pemerintah terkait pajak. Pajak merupakan salah satu sumber 

penerimaan yang utama bagi negara. Di lain pihak, Pajak Penghasilan (PPh) merupakan beban 

yang akan mengurangi laba bersih yang diterima perusahaan. Hal tersebut akan membuat 

wajib pajak berusaha agar pembayaran pajak dapat seminimal mungkin.  

Tujuan perusahaan untuk meminimalkan Pajak Penghasilan yang terutang 

dapat tercapai melalui manajemen pajak. Langkah awal dari manajemen pajak adalah 

perencanaan pajak. Perencanaan pajak merupakan sarana bagi perusahaan untuk memenuhi 

kewajiban perpajakan dengan benar sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan 

tetapi pajak yang dibayarkan dapat seminimal mungkin.  

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu metode yang 

dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang mendeskripsikan karakteristik dari 

seseorang, suatu kejadian atau situasi tertentu dan membantu penulis dalam membuat suatu 

kesimpulan sebagai saran atas suatu kejadian atau kondisi tertentu. Dalam mengumpulkan 

data, penulis melakukan wawancara, observasi, dokumentasi dan studi pustaka. Penelitian ini 

dilakukan pada PT IASC, sebuah perusahaan trading yang beralamat di Taman Kopo Indah 2, 

Bandung.  

Pada penelitian ini, penulis menganalisis kendala yang dihadapi perusahaan 

untuk melakukan perencanaan pajak serta akun apa saja yang dapat dilakukan perencanaan 

pajak. Berikutnya, penulis melakukan rekonsilisiasi laporan keuangan untuk menghitung 

Pajak Penghasilan Badan yang terutang sebelum melakukan perencanaan pajak. Setelah 

menentukan perencanaan pajak yang akan dilakukan, penulis melakukan perhitungan Pajak 

Penghasilan Badan yang terutang setelah perencanaan pajak dan membandingkannya dengan 

Pajak Penghasilan Badan terutang sebelum perencanaan pajak. Berdasarkan hasil penelitian, 

kendala yang dihadapi perusahan dalam melakukan perencanaan pajak adalah karena 

kurangnya pemahaman terkait Peraturan Pajak yang berlaku dan perubahan Peraturan Pajak 

di Indonesia yang relatif cepat. Perencanaan pajak dapat dilakukan pada penentuan metode 

penyusutan aktiva tetap, pemilihan metode perhitungan PPh Pasal 21 karyawan, biaya makan 

karyawan, biaya iuran kesehatan karyawan dan biaya lainnya yang dikeluarkan oleh 

perusahaan. Perencanaan pajak yang penulis lakukan, berhasil membantu perusahaan untuk 

menghemat pajak sebesar Rp 11.003.734 atau sebesar 3,21% (apabila perusahaan hanya 

memberikan tunjangan PPh 21) dan sebesar Rp 11.807.284 atau sebesar 3,44% (apabila 

perusahaan memberikan tunjangan PPh 21 dan tunjangan BPJS). Oleh karena itu, penulis 

menyarankan agar perusahaan menerapkan perencanaan pajak yang telah penulis lakukan. 
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ABSTRACT 

 

 
Nowadays, the government of Indonesia is currently working to increase the 

State’s revenue through the tax. However, in reality  there is a difference of views about taxes 

between the taxpayer and the government. Tax is one of the state’s major source of revenue. 

On the other hand, the Income Tax (PPh) is an expense that will reduce net income received 

by the company. This will make the taxpayers trying to make tax payments can be as minimal 

as possible. 

 The company's goal to minimize the tax payable can be achieved through tax 

management. The initial step of tax management is tax planning. Tax planning is a means for 

companies to comply with tax obligations properly in accordance with the Act and Regulations 

of Taxation but tax paid by company can be as minimal as possible. 

This research uses descriptive analytical method, a method that is done by 

collecting data that describes the characteristics of a person, an event or a particular situation 

and assist authors in making any conclusions as advice on a specific event or condition. In 

collecting the data, the authors conducted interviews, observation, documentation and 

literature. This research was conducted at PT IASC, a trading company which is located in 

Taman Kopo Indah 2, Bandung. 

 In this study, the authors analyzed the constraints faced by the company for 

tax planning as well as any accounts that can be used in tax planning. Next, the authors 

conducted a conciliatory financial statements to calculate the Corporate Income Tax payable 

before tax planning. After determining the tax planning that will be implemented, the authors 

calculated Corporate Income Tax payable after tax planning and comparing it to the 

Corporate Income Tax payable before tax planning.Based on the research results, the 

constraint faced by companies in tax planning is a lack of understanding the applicable tax 

regulations and changes in Indonesia tax regulations is relatively fast. Tax planning can be 

done by determining the method of depreciation of fixed assets, selecting the method for 

calculating employee’s income tax, employee meal allowance, the cost of employee health fees 

and other expenses incurred by the company. Tax planning that has been done by author 

succeed in helping the company to save on taxes amounting to Rp 11,003,734 or equivalent to 

3.21% (if the company only provides employee income tax benefits) and Rp 11,807,284 or 

equivalent to 3.44% (if the company provides employee income tax benefits and BPJS 

allowances). Therefore, author suggest the companies to implement the tax planning that has 

been done by authors. 

 

 
Keywords : Tax, Tax Planning, Corporate Income Tax Payable 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

  Saat ini, pemerintah Indonesia sedang gencar melaksanakan 

pembangunan nasional untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. 

Pembangunan nasional merupakan suatu proses yang dilaksanakan secara terus 

menerus dan secara berkesinambungan. Setiap warga negara Indonesia memiliki 

kewajiban untuk ikut serta dalam menyukseskan pembangunan nasional. Salah 

satunya adalah dengan membayar pajak. 

  Pajak adalah salah satu sumber penerimaan yang utama bagi negara, 

termasuk Indonesia. Pada saat ini, pemerintah Indonesia sedang berupaya untuk 

meningkatkan penerimaan negara melalui pajak. Berbagai upaya telah dilakukan, 

seperti dengan modernisasi administrasi perpajakan, meningkatkan kualitas sumber 

daya manusia perpajakan, pemanfaatan kemajuan teknologi dan informasi dan 

perubahan aturan perpajakan. Upaya-upaya di atas bertujuan untuk meningkatkan 

kepatuhan serta jumlah wajib pajak, pelayanan yang lebih baik untuk wajib pajak, 

memperluas cakupan objek pajak serta menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi 

pada saat ini. 

  Namun, pada kenyataannya terdapat perbedaan pandangan antara wajib 

pajak dengan pemerintah terkait pajak. Pembayaran pajak yang diterima pemerintah, 

digunakan sebagai dana untuk membiayai pembangunan nasional. Di lain pihak, 

perusahaan pada umumnya mengejar laba yang besar untuk meningkatkan 

kesejahteraan dari pemegang saham. Pajak Penghasilan (PPh) merupakan beban yang 

akan mengurangi laba bersih. Hal tersebut membuat wajib pajak berusaha agar 

pembayaran pajak dapat seminimal mungkin. Penghematan pembayaran pajak dengan 

cara legal dikenal dengan istilah manajemen pajak (tax management). Cara ilegal 

dikenal dengan istilah penggelapan pajak. 

  Manajemen pajak merupakan cara untuk memenuhi kewajiban 

perpajakan dengan meminimalkan atau mengefisienkan pembayaran pajak, namun 

masih sesuai dengan Undang-Undang. Melalui manajemen pajak, perusahaan dapat 

meminimalkan pajak yang harus dibayar dan mencapai laba dan likuiditas yang 
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diinginkan. Perusahaan juga dapat menerapkan peraturan perpajakan secara benar 

melalui manajemen pajak. Tujuan dari manajemen pajak dapat dicapai melalui fungsi-

fungsi manajemen pajak yang terdiri atas perencanaan pajak (tax planning), 

pelaksanaan kewajiban perpajakan (tax implementation) dan pengendalian pajak (tax 

control). 

  Langkah awal dari manajemen pajak adalah perencanaan pajak. 

Perencanaan pajak adalah rancangan analisis sistematis terhadap laporan keuangan 

yang bertujuan untuk meminimalkan kewajiban pajak pada saat ini dan masa yang 

akan datang. Perencanaan pajak adalah sarana bagi perusahaan untuk memenuhi 

kewajiban perpajakan dengan benar sesuai dengan Undang-Undang tetapi pajak yang 

dibayarkan dapat ditekan seminimal mungkin. 

  Namun dalam praktiknya, kurangnya pengetahuan akan Undang-

Undang perpajakan membuat wajib pajak melakukan penghematan pajak dengan cara 

yang ilegal. Ketidakpatuhan terhadap Undang-Undang perpajakan yang berlaku dapat 

menyebabkan wajib pajak dikenakan sanksi, baik sanksi administrasi maupun sanksi 

pidana. Sanksi yang dikenakan dapat menyebabkan operasional perusahaan terganggu 

bahkan perusahaan dapat mengalami kebangkrutan. Sehingga, dalam upaya untuk 

meminimalkan beban pajak terutang, perusahaan harus memerhatikan Undang-

Undang perpajakan yang berlaku, selain membantu perusahaan menghemat pajak, 

juga dapat membantu perusahaan terhindarkan dari hal yang tidak diinginkan. 

  PT IASC pada saat ini, tidak memiliki struktur organisasi dan 

pemisahan fungsi secara jelas, sehingga satu karyawan dapat melakukan berbagai jenis 

pekerjaan. PT IASC tidak memiliki karyawan yang secara khusus menangani masalah 

perpajakan perusahaan. Hal tersebut menyebabkan PT IASC tidak dapat memenuhi 

seluruh kewajiban perpajakannya dengan benar sesuai Undang-Undang. PT IASC juga 

tidak dapat meminimalisirkan pembayaran pajak secara legal karena kurangnya 

pengetahuan terkait perpajakan. 
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1.2. Identifikasi Masalah  

  Berdasarkan pembahasan latar belakang di atas, identifikasi masalah 

dalam penelitian ini adalah :  

1. Apa saja kendala yang dihadapi PT IASC dalam melakukan perencanaan pajak ? 

2. Apa saja akun-akun pada laporan keuangan PT IASC yang dapat dilakukan 

perencanaan pajak ? 

3. Bagaimana dampak perencanaan pajak terhadap Pajak Penghasilan Badan yang 

terutang di PT IASC ? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

  Sesuai dengan identifikasi masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai 

dari penelitian ini adalah :  

1. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi PT IASC dalam melakukan perencanaan 

pajak. 

2. Untuk mengetahui akun-akun pada PT IASC yang dapat dilakukan perencanaan 

pajak. 

3. Untuk mengetahui dampak penerapan perencanaan pajak terhadap besarnya Pajak 

Penghasilan Badan yang terutang di PT IASC. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

  Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak 

sebagai berikut :  

1. Bagi Penulis 

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat membantu penulis untuk 

mengaplikasikan secara langsung ilmu dan teori yang telah penulis dapatkan selama 

mengikuti perkuliahan. Penulis juga dapat lebih memahami dan memiliki gambaran 

yang jelas terkait proses perencanaan pajak. 

2. Bagi Perusahaan 

Perusahaan dapat memiliki informasi atau gambaran yang lebih jelas terkait 

perencanaan pajak yang telah dilakukan dan juga dapat memiliki alternatif 
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perencanaan pajak yang dapat dilakukan pada perusahaan untuk meminimalkan 

jumlah pajak terutang. 

3. Bagi Pihak Lain 

Sebagai bahan studi yang dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terkait 

perencanaan pajak, dan dapat dijadikan sebagai perbandingan bagi penelitian 

terkait perencanaan pajak berikutnya. 

 

1.5. Kerangka Pemikiran 

  Negara dapat dikategorikan sebagai negara maju atau negara 

berkembang dengan melihat infrastruktur pada negara tersebut. Negara berkembang 

pada umumnya masih gencar-gencarnya untuk melakukan pembangunan nasional. 

Pembangunan nasional merupakan suatu proses yang dilakukan secara 

berkesinambungan dan terus-menerus untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. 

Pajak menjadi salah satu sumber pendanaan penting bagi pemerintah dalam melakukan 

pembangunan nasional. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 

2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi 

wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 

memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara 

langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran 

rakyat.  

  Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 

tentang Pajak Penghasilan, yang menjadi Subjek Pajak adalah orang pribadi, warisan 

yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, badan dan 

bentuk usaha tetap. Yang menjadi Objek Pajak menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan adalah penghasilan, yaitu 

setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik 

yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk 

konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan 

dalam bentuk apapun. 

  Penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak badan, tanpa terkecuali 

juga merupakan Objek Pajak. Penghasilan tersebut dapat dikenakan Pajak Penghasilan 

Badan atau Pajak Penghasilan yang bersifat final. Besarnya Pajak Penghasilan Badan 
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yang terutang dapat dihitung dengan cara mengalikan Penghasilan Kena Pajak dengan 

tarif Pajak Penghasilan Badan yang berlaku, yang sesuai dengan Undang-Undang 

Perpajakan, yakni sebesar 25%. Besarnya pajak yang terutang, dapat dihitung sendiri 

oleh perusahaan. Hal tersebut dikarenakan sistem pemungutan pajak di Indonesia yang 

menganut self assessment system. Self assessment system merupakan sistem 

pemungutan pajak yang besarnya pajak terutang dihitung dan ditetapkan sendiri oleh 

Wajib Pajak. 

  Penerapan self assessment system di Indonesia, memberikan 

kesempatan bagi Wajib Pajak untuk melakukan perencanaan pajak terlebih dahulu, 

sebelum menghitung dan menetapkan besarnya Pajak Penghasilan yang terutang. 

Menurut Meliala dan Oetomo (2012:276), perencanaan pajak adalah rancangan 

analisis sistematis terhadap laporan keuangan yang bertujuan untuk meminimalkan 

kewajiban pajak di masa sekarang dan masa yang akan datang. Rancangan analisis 

sistematis terhadap laporan keuangan tersebut dapat diartikan bahwa terdapat akun-

akun pada laporan keuangan yang dapat dipelajari lebih lanjut dan dapat dilakukan 

perubahan pada komposisi dari beberapa akun yang ada dilaporan keuangan. Akun-

akun yang umumnya dapat dilakukan analisis lebih lanjut untuk perencanaan pajak 

adalah pendapatan dan biaya/beban. 

  Salah satu jenis biaya yang dapat dilakukan perencanaan pajak adalah 

biaya penyusutan aktiva tetap. Besarnya biaya penyusutan aktiva tetap perusahaan 

dapat dihitung dengan cara membagi nilai aktiva setelah dikurangi nilai sisa aktiva 

dengan sisa umur. Metode penyusutan tersebut dikenal dengan metode penyusutan 

garis lurus. Pada praktiknya terdapat dua metode penyusutan yang dapat digunakan 

oleh perusahaan. Dengan memilih metode penyusutan yang ada, perusahaan dapat 

menghemat besarnya pajak terutang.  

  Selain biaya penyusutan, biaya lainnya pada perusahaan juga 

merupakan akun yang perlu diperhatikan dalam melakukan perencanaan pajak. Biaya 

pada perusahaan dapat dibedakan menjadi deductible expense dan non-deductible 

expense. Perusahaan dapat meminimalkan pajak terutang dengan mengubah biaya 

non-deductible pada perusahaan menjadi biaya deductible. Perusahaan dapat 

menentukan kebijakan bahwa setiap pengeluaran untuk promosi atau entertainment 

harus memiliki daftar nominatif atau memiliki bukti yang sah. Biaya yang tidak 
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memiliki bukti yang sah, menurut perpajakan tidak dapat dijadikan sebagai deductible 

expense, sehingga dibutuhkan bukti yang sah agar biaya tersebut dapat menjadi 

deductible expense bagi perusahaan. 

  Selain biaya untuk promosi atau entertainment, perusahaan juga dapat 

melakukan perencanaan pajak melalui biaya makan karyawan. Menurut perpajakan, 

biaya makan untuk karyawan yang diberikan dalam bentuk natura tidak dapat 

dijadikan sebagai deductible expense. Perusahaan dapat mengubah biaya makan 

karyawan dalam bentuk natura menjadi pemberian makan dan minum bagi seluruh 

karyawan secara bersama-sama. Dengan demikian, biaya makan karyawan dapat 

menjadi deductible expense yang dapat mengurangi Penghasilan Kena Pajak 

perusahaan.  

  Setelah perencanaan pajak telah dilakukan, perusahaan dapat 

membandingkan besarnya Pajak Penghasilan terutang sebelum dan sesudah 

perencanaan pajak untuk mengetahui perbedaan atas Pajak Penghasilan yang terutang. 

Apabila besarnya Pajak Penghasilan terutang sesudah perencanaan pajak lebih kecil 

dibandingkan sebelum perencanaan pajak, maka selisih tersebut merupakan 

penghematan yang dapat dilakukan perusahaan. Apabila besarnya Pajak Penghasilan 

terutang sesudah perencanaan pajak lebih besar atau tidak mengalami perubahan 

dibandingkan sebelum perencanaan pajak, maka perusahaan perlu untuk melakukan 

perencanaan ulang atas tahapan perencanaan pajak yang dilakukan. 
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Gambar 1.1.  

Bagan Kerangka Pemikiran 

 

 

Sumber : hasil olahan dari penulis 




